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SALINAN

PUTUSAN
Nomor 0657/Pdt.G/2017/PA.Plh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani,
tempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT, selanjutnya
disebut sebagai “Pemohon”,

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,

tempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT, selanjutnya

disebut sebagai “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19
Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Pelaihari dengan Nomor 0657/Pdt.G/2017/PA.Plh tanggal 19 Oktober 2017,
telah mengajukan hal-hal yang pada pokonya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 05 September 2005, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta
Nikah Nomor: 370/ KUA.17.11-4/PW.01/09/2017 tanggal 28 September
2017;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat
tinggal di rumah orangtua Termohon di KABUPATEN TANAH LAUT

selama lebih kurang 1 tahun dari awal akad nikah sampai pisah;
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3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum
dikaruniai keturunan;

4. Bahwa sekitar 1 bulan setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup
rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Termohon suka marah-marah dan tidak bisa dinasihati dengan baik
bahkan sering membantah nasihat Pemohon;

b. Termohon dengan Pemohon sering berselisih pendapat;

c. Orangtua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga antara
Pemohon dengan Termohon;

d. Termohon kurang perhatian kepada Pemohon;

e. Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan memberitahu Pemohon;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan
Termohon terjadi pada bulan Oktober 2006 Termohon dan orangtuanya
pergi meninggalkan Pemohon tanpa memberitahu Pemohon dan bahkan
tidak izin dengan Pemohon, dan kemudian seminggu setelah itu orangtua
Termohon pulang ke rumah tanpa disertai Termohon, kemudian orangtua
Termohon menyampaikan pesan Termohon kepada Pemohon bahwa
Termohon meminta cerai kepada Pemohon tanpa alasan yang sah, dan
kemudian karena kecewa dengan sikap Termohon akhirnya Pemohon juga
memutuskan untuk bercerai dengan Termohon dan sejak saat itu Pemohon
dan Termohon berpisah;

6. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal
hingga sekarang sudah lebih kurang 11 tahun lamanya, dan selama
berpisah tersebut tidak ada upaya rukun yang dilakukan baik Pemohon dan
Termohon maupun dari keluarga kedua belah pihak. Bahkan Termohon
telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah memiliki anak 2 orang;

7. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan
Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang

terbaik adalah bercerai;
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8. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak
itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul
lagi hingga sekarang lebih kurang 11 tahun lamanya;

9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan
bagi Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan

Agama Pelaihari Cg. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon
di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah
datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak
datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/lkuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari
Pengadilan Agama Nomor 0657/Pdt.G/2017/PA.Plh tanggal 31 Oktober 2017
dan tanggal 07 Nopember 2017 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil
dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu
disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan
Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai
dengan Termohon;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya
tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan

dengan aslinya berupa:
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1. Fotokopi Duplikat Kutipan  Akta Nikah Nomor: 370/Kua.17.11-4/PW.
01/09/2017 tanggal 28 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala
Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 63011110780002
tanggal 10 Desember 2012 (P.2);

Bahwa selain alat-alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat
menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal
di KABUPATEN TANAH LAUT, menerangkan di bawah sumpah yang
pada pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
bertetangga;

— Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2005;

— Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat
tinggal bersama di KABUPATEN TANAH LAUT dan belum dikaruniai
keturunan;

— Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun,
namun sejak tahun 2009 mulai tidak rukun lagi dan sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering mendengar mereka
bertengkar;

— Bahwa penyebab pertengkarannya karena Termohon sering cemburu
kepada Pemohon;

— Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 7
tahun;

— Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah mengajak rukun
Termohon karena Termohon telah menikah lagi bahkan telah memiliki 2
orang anak;

— Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah mengusahakan
rukun;

— Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai namun
tidak berhasil;
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2. SAKSI Il, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparat Desa, tempat
tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT, menerangkan di bawah sumpah
yang pada pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
bertetangga;

— Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2005;

— Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat
tinggal bersama di KABUPATEN TANAH LAUT dan belum dikaruniai
keturunan;

— Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun,
namun sejak akhir tahun 2009 mulai tidak rukun lagi dan sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering mendengar mereka
bertengkar;

— Bahwa penyebab pertengkarannya karena Termohon sering cemburu
kepada Pemohon;

— Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 7
tahun;

— Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah mengajak rukun
Termohon karena Termohon telah menikah lagi bahkan telah memiliki 2
orang anak;

— Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah mengusahakan
rukun;

— Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai namun
tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu
apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk
menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada

berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana diuraikan tersebut di atas;
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Menimbang, bahwa berdasar keterangan Pemohon yang tidak dibantah
oleh Termohon, Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama
Pelaihari, sehingga berdasar Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini
menjadi wewenang Pengadilan Agama Pelaihari, sehingga bukti P.2 tidak perlu
dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa poto
kopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh
Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285
R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan
terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah
terikat dalam perkawinan yang sah, dan Pemohon mempunyai hak untuk
mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon
kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar
talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara
lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah dicantumkan
dalam duduk perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal
sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima
dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan
memberi nasehat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan
dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah
dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidak hadiran Termohon
tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga harus
dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg, perkara ini harus
diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga atau orang terdekat di
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muka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga
Pemohon di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu
sama lain, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang
dapat disimpulkan sebagai berikut :

e Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum
dikaruniai keturunan;

¢ Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun
kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon
sering cemburu kepada Pemohon;

e Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 7
tahun,

¢ Bahwa keluarga sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon
karena Termohon telah menikah lagi bahkan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa Dberdasar fakta tersebut di atas ternyata telah
memenuhi alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat, bahwa apabila dalam satu rumah tangga antara suami istri in
casu Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, kemudian akibat
ketidakharmonisan tersebut, antara keduanya pisah tempat tinggal hingga
sekarang selama 7 tahun, dan selama pisah tersebut Termohon tidak ada
keinginan untuk rukun kembali, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan
tersebut telah pecah (broken marriage), telah hilang rasa cinta dan rasa saling
menyayangi antara keduanya, sehingga sulit diharapkan dapat mewujudkan
rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana
maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karenanya apabila perkawinan tersebut telah pecah

dan salah satu pihak menghendaki bercerai, maka tidaklah mungkin secara
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hukum dipaksakan kepada keduanya untuk bertahan dalam ikatan perkawinan,
karena justru mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim
perlu mengutip firman Allah Taala dalam surah Al Bagarah ayat 227 yang
berbunyi:

mle gaaw A LE SNl wie O
Artinya: “Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis berpendapat bahwa karena Termohon telah dipanggil secara
resmi dan patut, tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir,
dan karena permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak
terhadap Termohon tersebut beralasan serta terbukti menurut hukum, maka
sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan
Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo
pasal 131 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan
Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk menyampaikan salinan penetapan
terjadinya talak, kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan
Termohon bertempat tinggal dan tempat dilaksanakan perkawinan Pemohon
dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang sudah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan
berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raji
terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan
salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor
Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017
Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulawal 1439 Hijriah, oleh Yudi
Hardeos, S.HI, M.SI. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari
sebagai Ketua Majelis, Fattahurridlo Al Ghany, S.H.l., M.SI. dan Ita Qonita,
S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim
Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Ma’mun sebagai Panitera Pengganti

dengan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd, ttd,
Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI. Yudi Hardeos, S.HI., M.SI.
Hakim Anggota,
ttd,
Ita Qonita, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd,
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Drs. Ma’mun

Perincian Biaya:

Pendaftaran : Rp 30.000,00
Proses : Rp 50.000,00
Panggilan : Rp 330.000,00
Redaksi : Rp 5.000,00

Materai . Rp__ 6.000,00 +
Jumlah Rp 421.000,00

okrwbdpE

Pelaihari, 21 Nopember 2017
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

H. Gazali, S.H.
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